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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI ENREKANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (])
huruf d Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9
Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun

Anggaran 2017,

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );



4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400 );

6. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5679);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );

12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1574);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575 );

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

15.

Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577 );



16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 4585 );

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

19.Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614 );

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;



21.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun

2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Enrekang
Nomor 31);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun

2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2017 Nomor 11);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10

Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang
Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa Laporan Keuangan memuat :

@0 Qoo

Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Perubahan- Sal;

Laporan Operasional ;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;




Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
sebagai berikut:

a
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

. Pendapatan Rp.1.000.408.602.312,37
Belanja Rp. 987.600.100.370,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 12.808.501.942,37
Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 6.342.232.795,17
- Pengeluaran Rp. 12.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. (5.657.767.204,83)
Pasal 3
Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp.57.310.825.882,63 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.057.719.428.195,00
b. Realisasi Rp. 1.000.408.602.312,37
Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 57.310.825.882,63

Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah  sejumlah
Rp.107.041.885.806,00

a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.094.641.986.176,00
b. Realisasi Rp. 987.600.100.370,00
Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 107.041.885.806,00

Selisih Anggaran dengan Realisasi Surflus/defisit sejumlah
Rp.(49.731.059.923,37) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surflus / defisit setelah perubahan Rp. (36.922.557.981,00)
b. Realisasi Rp. 12.808.501.942,37
Selisih Lebih/ (kurang) Rp. (49.731.059.923,37)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah
Rp.42.980.325.185,83 dengan rincian sebagai berikut :
a. Angg.Penerimaan Pemb.setelah perubahan Rp. 49.322.557.981,00
b. Realisasi Rp. 6.342.232.795,17
Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 42.980.325.185,83

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
Rp.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Angg.Pengeluaran Pemb.setelah perubahanRp. 12.400.000.000,00

c. Realisasi Rp. 12.000.000.000,00

Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 400.000.000,00

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah

Rp.42.580.325.185,83 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pemb. Netto setelah perubahan Rp. 36.922.557.981,00
d. Realisasi Rp. (5.657.767.204,83)

Selisih Lebih/ (kurang) Rp. 42.580.325.185,83




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 6.222.557.980,99
b. Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemby. Rp 6.221.468.702,99
Tahun Berjalan
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 7.151.824.015,54
(SILPA/SIKPA)

d. Lain-lain (Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp. (1.089.278,00)
Tahun sebelumnya)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 7.150.734.737,54
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut:

a. Jumlah Asset Rp. 1.802.733.607.766,53
b. Jumlah Kewajiban Rp. 48.212.610.245,94
c. Jumlah Ekuitas dan Kewajiban Rp. 1.802.733.607.766,53

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rp.1.009.273.514.783,04
b. Beban Rp. 847.079.669.775,69

Surplus/(Defisit) Rp. 162.193.845.007,35
Suplus Non Operasional Rp. 0,00
Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 0,00
Suplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp. 0,00
Suplus/Defisit - LO Rp. 162.193.845.007,35

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017 Rp. 6.222.557.980,99
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi Rp.1.000.408.602.312,37
c. Arus Kas dari aktifitas Infestasi Rp. 0,00
d. Arus Kas dari aktifitas Pendanaan Rp. 120.764.092,18
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran Rp. 36.605.877.057,00
f. Saldo Awal Kas di BUD+Kas Bend.Pengeluaran  Rp. 6.221.468.702,99
g. Saldo Akhir Kasdi BUD+Kas Bend.Pengeluaran  Rp. 7.158.050.781,54
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
i. Saldo Akhir Kas di Bend.Dana Kapitasi JKN Rp. 0,00
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos Rp. 0,00
k. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017 Rp. 7.158.050.781,54
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

f, sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal Rp. 1.674.196.712.675,95

b. Surplus/Defisit - LO Rp. 162.193.845.007,35
c. Ekuitas Akhir Rp. 1.754.520.997.520,59



Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g,
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos — pos
laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi.
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,pendapatan,belanja
dan pembiayaan.

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program dan
kegiatan.

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan Negara.

Lampiran 1.5 : Daftar piutang daerah.

Lampiran 1.6 : Daftar penyetoran modal (infestasi) daerah.

Lampiran 1.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset
tetap daerah.

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset
lainnya.

Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya.

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah.

Lampiran .11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL
c. Lampiran III : Neraca
d. Lampiran IV : Laporan Operasional
e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
g. Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Enrekang.

Ditetapkan di Enrekan
pada tanggal 21 Agustis 2018

?ﬁé - A_BUPATY/ENREKANG,A_—

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 21 Agustus 2018

CHAIRUL LATANRO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.6.090.18



